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Pada har∶  in∶  Kafnb tanggal LiFna bu∶ an Ⅲaret tahun dⅡa 消bu dua puluh (osˉ oa2o2o) yang
bertanda tangan d∶ bawah∶ ni:

生Ⅱ Nama
AIamat

Jabatan

:9∶ 。 Nama
AIamat

Jabatan

D旧。susan刂 ,ⅢⅡAP
κompIek Perkantoran dan Pemukirnan Terpadu Pemerintah Prov∶ ns∶ κep。 Bangka
Belitung Gedung Kantor Gubernur Lt.Ⅱ l J∶。PuIau Bangka κeIurahan丿叮rltam
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerIindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan s∶ piI dan PengendaⅡ an Penduduk KeIuarga BeFencana daIarn haI∶ ni

bertindak untuk dan atas nama D∶ nas Pemberdayaan Perempuan,PerI∶ ndungan
Anak, κependudukan Pencatatan sipⅡ  dan Penεendal:an Penduduk KeIuarga
Berencana yang se!a丬 utnya doebut PIH^κ  PERTAⅢ

^.

RAκHⅢ
^DI,s.Pd,Ⅲ

。A
KOmpIek  Perkantoran  Pemer∶ ntah  Provins∶   κepuIauan  Banε ka  BeⅡ tung
PangkaIpinang
KepaIa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawa$an Perrnukirnan Provinsi KepuIauan
Bangka BeⅡtunε dalaJn halini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan
Rakyat dan κawasan Permuk∶ rnan Prov∶ nsi KepuIauan Bangka 8eⅡtung yang
selanJutnya dbebut PIHAK κEDu且 .
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PIHAK PERTAⅢ
^dan PIH^κ

 KEDuA yang seIa对 utnya secara bersamasama d℃ ebut P^RA PlHAκ ,

terIeb∶ h dahuIu mene旧 nεkan sebagaI beⅡ ku饣

土. bahWa PIH^κ  PE「rAmA adalah unsur pelaksana Peme吨 ntah Prov∶ nsi κepuIauan Bangka
BeⅡtung di b∶dang kependudukan dan pencatatan sip∶ l yang bertan{:吾

i:营:ung jawab kepada
Guberhur KepuIauan  Bangka Belitung yang bemenang dan berkew刽:ban  meIayani
pemanfaatan NOmor lnduk κependudukan (NIKl, Data κθpendudukan dan KTP elektron∶ k
kePadQ leFnbaga pengεuna,ya△ u satuan Ke刂 a Perangkat DaeFah Provinsi Kepu丨 auan Bangka

Fdkung

2. bahwa P:HAκ  κEDuA adalah D∶ nas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perrnukirnan Provins∶
κepulauan Bangka Belitung yang merupakan satuan Ke刂 a Perangkat Daerah PFOvinsi
Kepulauan Bangka Be丨 itunε;

Dengan rnemperhat∶ kan ketentuan卩eFaturan perundang~undanε an$ebaga∶ berikut

ェ。   undangˉvndang NOmor 23 Tahun 2006 tentang Adnl∶ nistra$∶ Kependudukan (Lembaran
Negara RepubⅡ k Indonesia Tahun2006NOmor± 24,丁ambahan Lemba「an Negara RepubⅡ k
Indonθsia Ⅱomor4674),sebagaiFnana telah diubah dengan undang~undang N°mor24丁ahun
20⊥3(Lembaran Negara RepubI:k:ndonesia Tahun20± 3NOmoF232,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡ k∶ndonesia Nomor5475);

2,   undanε~undang NOmor上 土丁ahun2008tentang InfoFmasi dan Tran$aksi EIektronik(Lembaran
Negara RepubIik IndoⅡ esia Tahun 2008NOmor58,Tambahan Lembaran Nθ gara RepubⅡ k
Indones∶ a Ⅱomor4843),sebaε a∶ rnana teIθ h d∶ ubah dengan undangˉ Undang Ⅱ°mor生9丁ahun
20±6(Lembaran Neε ara RepublikIndones:a丁 ahun20±6Nomor25虫,丁ambahan Lembaran
Negara RepubⅡk Indonesia Nomor5952、

3.   Peraturan Pemer∶ ntah NOmor37Tahun2007tentang Pe∶ aksanaan undang~undang Nomor
23Tahun2006tentang Adnlinistrasi κependudukan(LembaFan Nega沱 RepubⅡ k lndones∶a
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k :ndones∶a NOmor 4736)
sebaga∶ :nana teIah d∶ ubah dengan Peraturan Pemeontah ⅡomoF土o2Tahun20△ 2(Lembaran
Negara RepubⅡ k Indon¤蜕a Tahun20王2NOmor265,Tambahan LernbaFan Ⅱegara RepubⅡ k

∶ndonesia Nomor5373)∶

4.   Peraturan Pemerintah NOmoF82Tahun20⊥ 2tentang Penye|enggaraan s∶ stern dan Transaksi

EIektronik (Lembaran Negara Republ∶ k Indones∶ a Tahun 20丘 2 NOmor 色89, 丁ambahan
Lembaran Negara Republ∶k!ndones:a NOmoF5348λ

5.   Peraturan Pres∶den NOmor 26 Tahun 2009 tentanε Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Ⅱomorlnduk κependudukan secara Nas∶ onal,sebaga∶ Fnana telah d∶ubah beberapa
kaⅡ,terakhir dengan Peraturan Pfesiden NOmor生 ±2Tahun20⊥ 3(Lembaran Negara RepubⅡ k

Indones∶ a Tahun20丘3Nomor257);
6.   Peraturan IⅥ enteH Dalam NegeⅡ  NOm° r王o2Tahun20丘9tentanε PembeHan Hak Akses dan

Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan ha卜 ha丨  sebagairnana tersebut di atas, dengan in∶  PARA P∶ HAκ sepakat untuk
membuat Pe刂 anⅡan Ke刂asama tentang Pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan dan Data
KependⅡdukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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Pasal上

mAKsuD DAⅡ 丁uJUAⅡ

Maksud dan t刂 uan Pe刂 anJian κe刂asama Ini adaIah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA
PIHAK dalarn pemanfaatan Data κependudukan borbas∶ skan"omorlnduk κependudukan.

PasaI2
RuA"G uⅡ GκuP

Ruanε 乐n舀kup Pe刂anⅡan κθ刂asama in:FneⅡ puti:

a.  Pemanfaatan Ⅱomorlnduk κependudukan.
b。  Peman饴atan Data Kependudukan。

PasaI3
κFu″u1B^"PARA PlHAκ

(±,  P【 HAκ PERTAmA mempunyaikeη田Jban:

a.  Peman饴atan NOmorlnduk Kependudukan:

memfas∶ I∶ tas∶ pembe"an NOmor Induk Kependudukan kepada PIHAκ κEDuA dan
membeⅡ  tanda  pada  NOmor  lnduk  Kependudukan  yang  sudah  d刂 an9in

ketunggalannya;dan

membeokan b∶ rnbingan teknis dan pendampingan tekn∶ s tentanε  irnpIementas∶
kewajiban P∶ HAκ κEDUA untuk mencantumkan Nomorlnduk Kependudukan daIam
Iayanan PIHAK κEDuA atas biaya PIHAK KEDuA.

b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

土.  memfasⅡ itasi pembe"an hak akses secara terbatas kepada PIHAκ  κEDUA sesuai
dengan kebutuhan,yang d∶ k之 :!j∶ oIeh T∶ Fn Tekn∶ s dad PARA P:HAκ untuk rnendapatkan
perset刂 uan PlH^κ PERTAMA atas nama Gubernur KepuIauan Bangka Be丨 :tung;

2.  menyediakan JaHngan komunikasi data daFi PIHAK PERtAⅢ A kepada P:HAκ  KEDuA
untuk土 tsatu)titik atas biaya P:HAκ  κEDVA;

3.  memfasⅡ itas∶  pemberian b∶ rnbingan teknis dan pendamplngan tekn∶ s tentang
∶rnpIementasi pemanfaatan Data κependudukan OIeh P∶HAK PER丁AmA kepada
PIHAκ κEDuA;dan

4.  me叫aεa kerahas∶ aan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoIeh dan diakses
dari PIHAκ  κEDUA Walaupunjangka waku Pe刂 aηJan κe刂asama initeIah berakhir.

(2) PIHAκ KEDuA mempunya∶ keW硪:ban:

a.  Pemanfaatan NOmor丨nduk Kependudukan:

mencantumkan "omor Induk Kependudukan yanε  sudah d刂 arnin ketungga丨 annya
dalarn setiap Iayanan yang diterb∶tkan PIHAκ κEDuA daIann rnember∶ kan peIayanan
kepada pubⅡ k;dan

menyed∶akan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran untuk peIaksanaan
birnbingan teknis dan pendampingan tekn∶ s guna kelancaran irnpIementasi
kewaJlban PIHAK κEDUA untuk mencantumkan NOmorlnduk κependudukan daIam
Iayanan PIHAK κEDUA。
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Pemanfaatan Data Kependudukan:

⊥。  me呵an1in kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang d∶ akses daH P∶ HAK
PERTAMA Walaupunjangka waktu Pe刂 anjian κe刂asama in∶ teIah berakhir;

2.  menyediakan  perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses  Data
κependudukan;

3- menu叫 uk secara teduⅡs ⊥ (satu) orang p丬 abat tetap di P:HAκ  κEDuA sebagai
pengelOIa hak akses yang d∶ beⅡkan wewenang dan tanggunε jawab OIeh P∶ HAκ
κEDUA;

4.·  menyampaikan secara tertuⅡ s usuIan  nama-nama  petugas  pengguna data
kependudukan dari pegawai tetap PIHAκ  κEDuA kepada PIH^K PERTAⅢ A meIaIu∶

pengeIOIa hak akses;

5.  meny∶apkan dukungan anggaran untuk jaongan komunikasi data dari P:HAK
PERTAⅢ A kepada P∶ H^κ κEDuA untuk土 (satu)tit∶ k;

6.  menyiapkan dukungan anggaran untukjaHngan komunikasi data koneksitas daⅡ  t∶tik

penθ r∶maan hak akses dar∶ PIHAK PERTAMA ke titikˉtitik Iainnya di Ⅱngkungan PIHAK
KEDUA sesuai kebutuhan;

7.  menyediakan anggaran untuk peIaksanaan birnbingan teknis dan pendampingan
tekn∶ s tentang irnpIementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dikelo|a OIeh PIHAκ  XEDu^yang sudah dⅡ engkap∶ dan d∶bersihkan
oleh PIHAK PERTAmA;dan

8.  membeHkan hak akses secara terbatas kepada PIHAκ  PERtAMA untuk rnenaⅡ k data
yang dirn"iki PIHAκ  κEDuA guna meIenε kapi database kependudukan milik PIHAκ
PER丁AⅢA.

PasaI4
HAκ PARA PIHAK

PlHAκ PERTAⅢ A mempunyaihak:

a.  Pemanfaatan Ⅱomorlnduk Kependudukan:

Menεawasi peIaksanaan kew¤ Jiban P:HAκ κEDuA untuk lη encantumkan NOmor Induk
Kependudukan daIam Iayanan yang diterbitkan PlHAκ  KEDuA.

b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

丘。  membeHkan perset【 犭uan terhadap usuIan PIHAK κEDVA tentang pengeIola hak
akses dan petuε as penI:;l[::una data kependudukan;

2.  mengawasi peIaksanaan pemanfaatan Data κependudukan;dan

3.  mendapatkan hak akses secara terbatas daH PIHAK κEDVA untuk pengk∶ n∶an data
yanε d∶ rn∶ Iik∶ oIeh P∶ H^κ KEDuA guna meIengkapi daFabase kependudukan secara
nasionaI。

PIHAK KEDUA mempunyaihak:

a。  Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan:

土。 mendapatkan Nomorlnduk κependudukan yanε  teIah d刂 an1in ketungga丨 annya untuk
seIuruh penggunaan丨 ayanan yang diselenggarakan oIeh P∶HAκ KEDUA;dan

2. mendapatkan b∶ rnb∶ngan tekn∶ s dan pendamp:ngan teknis tentang iFnpIementas∶
kewajiban P∶ HAκ κEDuA untuk mencantumkan NOmor Induk Kependudukan yang
te|ah d刂 arnin ketungga丨 annya daIam layanan yang diterbitkan PlHAκ  κEDVA。

(2)

b.



Pemanfaatan Data Kependudukan:

生。 mendapatkan hak akses Data κependudukan secara terbatas sesua∶  kebutuhan
dengan perset【刂uan terIebih dahu:u daH P∶ HAκ PERTAmA;dan

2. mendapatkan b∶ rnbingan tekn;s dan pendamp∶ ngan teknIs tentang impIementas∶
penggunaan hak akses Data Kependudukan.

PasoI5
EVALVAsl D^Ⅱ  PE△

^PORAⅡf  J

(⒒)∮ PlHAK KEDuA berkew臼Ⅱban membuat Iaporan berkaIa pemanfaatan NOmor Induk
Kependudukan dan Data Kependudukan per semester,bulan Juni untuk sernester pe砣 ama
dan bLIlan Desember untuk semester kedua kepada PIH^κ  PERTAⅢA dengan terη busan
DirekturJenderaI Kependudukan dan Pencatatan.s∶ pⅡ dagl Gubernur。

(2)  PlHAK PE「 FAⅢ

^melakukan evaluasi pemanfaatan"omor Induk Keρ
endudL1kan dan Data

κependudukan seCara berkaIa atas1aporan PIHAK ⅡEDu^sebagairnana d∶ rnaksud pada ayat
(生

)。

(3)  PlH^κ  PERTAm^dapat rη e】akukan evaluasi pemanfaatam Nomor Induk κependudukan dan
Data Kependudukan sewaktu-waktuⅡ

(4)  HasⅡ eva!uasi sebagairnana d∶ rnaksL,d pada ayat(2)diIaporkan kepada Gubernuf dengan
tembusan MenteⅡ  Da∶am NegeH me丨a丨 ui D∶rektuF Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
s∶ pil。

Pasa∶ 6
JAⅡGhA W^秆u

Pe刂anσan KerJasama ini muIa∶  berIaku 蝴 ak ditandatangan丨nya Pe刂anjian κe刂asama ini oleh
P^R^PIHAK sampa∶ dengan tangga15Maret tahun2025dan dapat d∶ perpa羽ang atas peFset叫 uan
PARA PIHAκ。

P臼sa∶ 7
κE^DAAm ⅢEMA【sAfmRCEⅡ〃uΞuR旬

ApabⅡa te刂 adi  ha卜hal  d:  luar  kekuasaan  PARA P∶ HAκ  atau  keadaan  memak$a,
dapatdiIakukan perubahan peIaksanaan Pe刂 anjian Ke蹈 asama atas perset吨 uan PARA P:HAK.
Keadaan memaksa sebaga∶ rnana dirnaksud pada ayat (工 ), adaIah adanya keb刂 akan
pemer∶ ntah yang mengak∶ batkan Jdak dapat diIa刂 utkannya peIak$anaan Pe刂 anjian

Ke刂asama in∶ dan apabⅡa te刂adi ha卜 haI di|uar keklJa$aan P^RA PIHAκ 。

PasaI8
BERAκHⅡRⅡVA PERJA"JlAⅡ  κERJAsAmA

Pe刂anJian Ke刂 asama beFakhir apabⅡ a:

a. jangka waktu Pe刂 anjian Ke刂 asama telah selesai;atau

b。  atas kesepakatan PARA PIHAK untuk Fnenε akh∶ r∶ ke刂asama sebelum janε ka waktu Pe刂 anj∶an
KeI∶jasama berakhir.

生
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(±,

(2)

PasaI9
PE"VELsAlAⅡ  PERsELlsIHAⅡ
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